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Abstrak :  Perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam 

pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode 

pengukuran dan alat ukur, takar, timbang dan 

perlengkapannya (UTTP).  Berlakunya Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014, kewenangan untuk melaksanakan kegiatan 

pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan dan kemetrologian 

dilimpahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Dalam kontek perlindungan terhadap konsumen dalam hal 

kebenaran hasil pengukuran pada perdagangan barang dan 

jasa, metrologi legal berperan sebagai bagian dari pengamanan 

perdagangan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar 

negeri. Konsumen menghendaki jaminan  kebenaran hasil 

pengukuran dan kepastian hukum terhadap proses transaksi 

perdagangan yang menggunakan alat ukur, takar, timbang 

dan perlengkapannya (UTTP) sebagai dasar penetapan 

kuantitas dan harga barang dan jasa agar tidak mengalami 

kerugian akibat kesalahan atau ketidaksesuaian hasil 

pengukuran terhadap barang dan jasa tersebut ; 

 

 Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat 

(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985. 

 

 Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Ketentuan Umum, 
Penyelenggaraan Pelayanan Tera Dan Tera Ulang, Kewajiban 

Dan Larangan, Pengawasan Metrologi Legal, Unit Metrologi 
Legal, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Lain-Lain, 

Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup, dengan 
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam 

pengaturannya, terdiri dari 10 BAB dan 47 Pasal. 
 



 
Catatan :  Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 

2018; 

 Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan pidana; 

 Penjelasan 5 Hlm 
 




